
[sALIAN ] 

r 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 77 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

: a. bahwa sehubungan ditetapkan kebijakan pemberian Tunjangan 
Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas scbagaimana ketentuan 
peraturan perundang-undangan serta adanya penyesuaian 
belanja untuk kegiatan yang bersifat mendesak, maka Peraturan 
Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor Tl Tahun 20 17 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 ,  Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor O Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
I ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 l 77); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272): 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4  tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I 7); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 l 4 ten tang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 5694); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18  
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 0 1 8  tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6208); 
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31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peroturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Ke<lua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I I ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 198); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 ten Lang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1067); 



6 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 677); 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK. 05/2018 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Harl Raya 
Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 679); 

41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 1  Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 
Nomor 91); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2008 Nomor 34); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 201'7 Nomor 6); 

Memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Tahun 2018 tentang Penunjukan 
Bupati Garut Provinsi Jawa Barat; 

Nomor 131.32-243 
Penjabat Sementara 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 77 TAHUN 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

ATAS 

2017 

DAN 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupalen Garut 
Tahun 2018 Nomor I 9), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas: 

l .  Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp423.481.970.084,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah , Rp2.645. 148.784.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah sejumlah Rpl .231.048 .218.861 ,00 

Jumlah Pendapatan . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 8 . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 . . . . . . .  Rp4.299,678 972.945,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai sejumlah . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .  Rpl.705.664.894.719,00 

2) Belanja Bunga sejumlah . . . . .. . . . . . .. . . .. . . Rp­ 

3) Belanja Subsidi sejumlah Rp- 

4) Belanja Hibah sejumlah . . . . . . . . 8 8 8 8 . . . . . . 8 . . . . . . . .  Rp109.105.466.972,00 

5) Belanja Bantuan Sosial sejumlah . . . . . . • . . . . . . . .  Rp12.155.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil sejumlah Rpl3 .293.647.780,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah . . . . . . . . . .  Rp594.056.823.959,00 

8) Belanja Tidak Terduga sejumlah . . . . . . . . • . . . . . . .  Rp3.513.388.000,00 

Rp2.437.789.221 .430,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai sejumlah . . . . . . . . . 8 . . . . 8 8 8 . . . . . .  Rpl75.955.667.076,00 

2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah . . . . . . . . . . . . . .  Rp1.273.437 . 3 6 1 . 2 6 4 , 0 0  

3) Belanja Modal sejumlah Rp565.247.383. 175,00 

R p 2 . 0 1 4 . 6 4 0 . 4 1 1 . 5 1 5 , 0 0  

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Rp4.452.429.632.945,00 

RD(152.750.660.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan sejumlah . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp160.750.660.000,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp8.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rpl52.750.660.000,00 

Rp­ 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut 
Nomor 77 Tahun 2017 t.entang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta LS.mpiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 4 - 6 - 2018 

Pjs. BUPATI GARUT, 

t t d  

KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 4 - 6 - 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

U U  S A E P U D I N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2018 NOMOR 25 

Mengetahut, 
esuai dengan aslinya 

Kopala Bagian Hukum dan 4AM 
Setda Kabupaten Oarut 

#8 
0. N LUKMAN MA(MM_SH., AM.Si 

I. 1740/14 1\0803 1 006 


